PUTUSAN
Nomor 0686/Pdt.G/2018/PA.Tmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara lerlenlu pada lingkal perlama dalam sidang  majelis lelah menjatuhkan

putusan perkara cerai gugat antara:

I i 51 tahun, agama Islam, pekerjaan

mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
Jalan Gn. Pongpok | No. 04 RT.005 RW. 010 Kelurahan
Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sebagai
Penggugat;
melawan
_ umur 52 tahun, agama lIslam, pekerjaan
wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Jalan
Pajajaran RT.001 RW. 013 Kelurahan Paminggir Kecamatan
Garut Kota Kabupaten Garut, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara,
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 April 2018 telah
mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0686/Pdt G/2018/PA . Tmk, tanggal 26
April 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
1, Bahwa pengaugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 2 Desember

2012 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
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Kecamatan Tawang Keta Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam
kutipan buku nikah nomor @ 477/02/X11/2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan
kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia dan bergaul layaknya
suami istri dan belum dikaruniai keturunan,

3. Bahwa sejak sekitar awal tahun 2017 rumah tangga penggugat dan
tergugat mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
vang terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut
memuncak pada sekitar 15 April 2018 sehingga menyebabkan pisah
selama kurang lebih 11 hari lamanya,

4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
dikarenakan Tergugat kurang dalam memberi nafkah;

5. Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, namun usaha tersebut

6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan
berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat
berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'n sughro Tergugat EEGG_——_——————
I = hadap Penggugat N
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adiinya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui
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Radic Siaran Pemerintah Daerah {RSPD) Kota Tasikmalaya sebagaimana
relaas Nomor 0686/Pdt. G/2018/PA Tmk tanggal 23 Mei 2018 dan 6 Juli 2018
yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat  agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama || d
Tanggal 29-08-2012, yang dikeluarkan Kantor Pemerintah Kota
Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Maijelis diberi tanda P1,

2. Fotokopi KTP atas nama [JJfj Nomor : [INNEEEEE 2o ca!
19-11-2012, yang dikeluarkan Kantor Pemerintah Kota Garut. Bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocckkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tawang Kota Tasikmalaya, Nomor 477/02/X11/2012 Tanggal 02
Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3,

4. Surat Pernyataan Ghotb Tanggal 12 September 2018, yang dikeluarkan
Kantor Pemerintah Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P4;
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B, Saksi
N - o tohun, agama fslam, pekerjaan

pensiunan, bertempat tinggal di JI. Gn, Pongpok If4 RT. 05 RW. 10

—

Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-  Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung Penggugat:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 02 Desember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tawang Kota Tasikmalaya;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak awal tzhun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung
pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat
sebanyak 4 kali

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat kurang dalam memberi natkah;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak 11 hari sampai dengan sekarang dan sudah
tidak bersatu lagi;

— Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya,
dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari
keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil:

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusah
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
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2. I o 66 tahun, agama Islam, pekerjaan

pedagang, bertempat tinggal di Kp. Benteng RT. 04 RW. 05 Kelurahan

Sukamenak Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

— Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai Teman Penggugat;

— Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2012 di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;

— Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat
belum dikaruniai anak

— Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak awal tahun 2017 yang mengakibatkan antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 11 har sampai
dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

— Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya,
dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari
keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

— Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung
pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat
sebanyak 4 kali;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang
dalam memberi nafkah;

- Bahwa, plhak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, saksi sudah tidalk sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersaiu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
Penggugat

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Manimbang, bzhwa maksud dan tujuan gugetan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, tidak
datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut

w

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa cleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor S0 Tahun 2008, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil,
oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aguo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salzh saty syarat agar medias!
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
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Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii  gugatannya,
Pengguagat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat
tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembukiian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht),

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegefen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjeiaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukti tersebut telah memenchi syarat formal dan materill, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht),

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ghaib) yang merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ke-ghaiban Tergugat,
sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht),

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan

Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
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dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan

relevan dengan dalil yang harus dibukiikan oieh Penggugai. oieh karena iiu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor @ Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimane diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan
Pengguaat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Pengaugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. P.2 dan P. 3, Saksi 1 dan
Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya,

2. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan pihak
Penggugat dan keluarganya sudah beruszha mencari keberadaan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah
pada tanggal 02 Desember 2012 di Kecamatan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
belum dikaruniai anak;

<

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2017

hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
Halaman & dari 13 halaman, Putusan Nomor @ 0686,/Pdt.G/2018/PATmE.
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Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 11 hari dan selama itu pula
keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan
kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berussha menasshati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

9, Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan
Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam
rumah tangga:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah vyuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

2. Bahwa kediaman Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti di
wilayah Republik Indonesia;

3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah;

4, Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,

5.  Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

§.  Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah {marriage
breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar
tweespalt),

7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan

yang melawan hukum;
Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomaor  0G86/Pdt.G/2018/PA.TmE.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat

mengkonstituir sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo.
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 20068 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Momor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

Bahwa tempat kediaman Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui dengan
pasti di wilayah Republik Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Relaas Panggilan
Tergugat dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui mass media
sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman
pertama dan kedua, dan sidang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3
bulan setelah panggilan terakhir,

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan
perundang-undangan  yang berlakue  sesuai  dengan Pasal 2
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka
masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan
tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini {persona standi in
judicio), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama,
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah
terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat,

dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor : D6E6/Pdt. G/2018/PA Tmk.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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catatan perubahan MTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan
dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119
ayat (2), huruf ¢, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan
Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang
g mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru,

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009 tentang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

menghadap di persidangan, tidak hadir ;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat_
R - 2o Pengougt
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 456.000,- ( empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dioutuskan dalam rapat permusyawaratan Maielis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Okiober 2018 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Elis Marliani, S.Ag., MH,
sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag dan Asep Ridwan Hotoya S.HI. M. Ag.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Momor : 0686/Pdt.G/2018/PA TmEK.
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sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. M.

JAM sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota Ketua Majelis
TERAL [
] Fr68F1938
Lia Yuliasih, S.Ag Elis Marliani, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Asep Ridwan Hotoya,S.HI, ,M.Ag.

Panitera Pengganti

% i

/Drs. M. JAM

Perincian Biaya,

1. Pendaftaran ; Rp. 30.000,-
2 Proses ; Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 365.000-
4. Redaksi 3 Rp. 5.000,-
5. materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 456.000,-

{empat ratus lima puluh enam ribu)

Pemberitahuan isi
Putusan Tanggal

Putusan Berkekuatan
Hukurn Tetap Tanggal : ...t iimi i,

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0686/Pdt.G/2018/PA TmHK.
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